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Dalam peraiuran C.upati ini yang dimaksud denqa.i . 
1. Oaerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 
2. Pemerintah Daerah edalah Bupati dan Peranqkat Daerah sebagai penyelenggera Pemerintah Dacrah; 
3. Bupati acJalah Bupati Pakpak Bharat; 
4. Badan adalah Badan Pengelola Keuangar. Daerah (BPKD) Kabupaten Pakpak Bharat; 
5. Kepala Badan adalah seorang pelaksana pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah Kabupaten; 

Pasal 1 

BABI 

KET~NTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN HIBAH KABUPATEN 
PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2008 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

1. Undang-Undang Non,or 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabuoaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Rc;:,ublik tnduN,sia Tahun 2003 Nemer 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 127 2;: 

2. Undang-Undang Nom,:,r l 7 Tahun 2003 tent'lng Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 t,,Jmor 47, Tambahan Lurnbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4286); 

3. Undang-Undang l,<,,.nor 32 Tahun 2004 lenlan1,1 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta'run 2004 No-nor 125, Tambahan Lembs.an Negara Rerublik Indonesia Nemer 4437) 
sebaqaimana telar; diubah 1engan Undang-Undang Nemer 8 Tahun 2005 tentanQ Penetapan 
Peruturan Perne!intah Pengganti Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­ 
Undang Nornm :i2 Tal.un 2004 tentang Pernerir-tahan Daerah menjadi Undang-Undang (l.embaran 
Negara ReputJlik tndones.a Tat-un 2005 Nomor 1 J8, Tambahan Lemba·an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang ~lomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbangan Keuar:gan Antara Pemerintah Pusat 
can Pemerintah Ocerah (Ler.ibaran Negara Republik Indonesia Tahu.i 2004 Nemer 1:6. Tambahan 
Lembaran Neg~ra Repubhk Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Mrnteri Dalarr, Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

6. Peraturan Menl€'ri Dalam Negeri Nomor 30 Tanun c.>07 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapaten dan Elelanja Dae rah Tahun .t-nggaran 2008: 

7. Surat Edsran Mentcri Dalam Neger. Nemer 900/2f,77/SJ tanggat 8 November 2007 perthal 
Bantuan Hibah dan Bantua i Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabi.paten Pakpak Bharat Nemer 2 Tahun 2007 tent.mg Pembentukan Organisasi 
dan T11ta Kerja Peranqkz I Daerah Kabupatan Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Tahun 2007 Nornor 2, Tambahan Le.nbaran Daerah '<abupaten Pakpak Bharat Nemer 32); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nemer 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerrth Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Lembarar. Daerah Kabupaten 
Pakpak eharat Tahun 2008 Nemer 1, Trrnbanan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Nomor 54); 

10. Peratuar. Bupaf Pakpal<. Bharat Nomor 1 Tahun .. 008 tentang Penlabaraa Anggaran Pendapatan 
dan Belan]a Daerah Kabupaten Pakpek Bharat Tahun Anggaran 2008 (Berlta Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 20013 Nemer 1 ). 

Mengingat 

a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyele~ggaraan Pilkada oleh KPUD, peningkatan peran dan 
fungsi orqarnsesi semi pemerintah seperti KON!, Pram"uka, Korpri dan PKK di Kabupaten Pakpak 
Bharat dengan ~cmberian Bantuan Hibah; 

b. bahwa untuk kelancaran penyaluran Bantuan Hibah sebagaimana tersebut pada butir ·a· diatas 
dirasa pertu rnenetapran-iya dalam satu Peraturan Bupaf Pakpak Bharat. 

Menimbang 

BUPATI PAKPA.K BHARAT, 

PEDOMAN UMUM PEMYA.LURAN BANTUAN HIBAH KABUPANTEN 
PAK PAK BYAHAT TAHUN ANGGARAN 2008 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHAR~T 
NOMOR 6 TAHUN 2003 

NO. 6, 2008 

SERITA DAERAH 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
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Pener.ma hit.ah sebageimana dimaksud pada Passi 6 diwajibkan untuk : 
1. Melaksanakan keglatan sesual dengan Rencana Y.e~a dan Anggaran yang telah mendapet pengesahan. 
2. Mempertanggul'l!;jjawabkan penenmaan hibah sebagal objek pemerlksaan dalam bentu!c laporan resllLl!sl penggunaan dana. 

bukti-buktl lalnnya yang sah sesuai surat perjanjlan hlbah dan xetentuan yang berlaku. 
3. Membuka Nomor Rekening pada PT. Bank Sumu: Capem Salak untuk transfer Dana Hlbah . 

Pasal 7 

BABVI 

KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH 

Pasal 6 

Prosedur pernberlan hibah kepada masing-1113:,irig kornponen penerima hibah adalah sebagal bertkut : 
1. Pemberian Hibah paaa prinsipnya rni1$if11l M 11< menqikat atau terus menerus dengan pengertian bahwa pemberian hibah 

sangat tergantung kepada kernampuan ktu,111ga1· daerah. 
'.<.. Pemberlan Hjbah diharapkan dapat rnernberikan nilat manfaat bagi pemerintah daerah rlalam mendukung terselenggaranya 

fungsl pcmer1ntahan, pornbarqunan den k.emasyarakatan. 
3. Pernberisn Hlbah harus rnernenuru persyeratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelak!.anaan dan 

pertangg:.mgjawaban sesual denqan keterrtuan yang berlaku. 
4. Penyaluran Hlbah yang dlanggarl(;an dalarn kr+ornpok belanja tidak l..ingsung dllakukan mela,ul transfer dana ke rekenlng 

penerlrna hibah. 

BAB V 

PHOSEDUR PEMBERIAN HIFJAH 

Pasal 5 
Jumlah Dana Hibah yang diberikan Pe!T'erintal1 Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai beriku1 : 
1. Penyelenggara Pilkada KPUD Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 750.000.000,- 
2. Kc-mite Olah Raga Indonesia (K0Nli Kabupaten Pakpak Bharat Ro. 400.000.000,- 
3. Kegi3tan Pramuka Kabupateu Pakrak Bharat sebesar Rp. 75.000.000,- 
4. Korpri Kahupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 100.000.000,- 
5. Kegiatan PKK Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 600.000.000,- 

Oana Hlbah bersurnber dari Dana Alokasi Urnum Anggaran Pendapa\an dan Belan]a Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 
Anggaran 20G8. 

Pasal 4 

BAB IV 

SUMBER DANA DAN JUMLAH HIBAH 

Penerima Hi'>ah untuk Tahun Anggaran 2008 adalah : 
1. Penyelenggara Pilkada Gubemur Sumatera Utara Tahun 2008 yaitu KPUD Kabupaten Pakpak Bharat. 
2. Organisasi semi pemerintah yaitu KONI. Pramuka, Korpri dan PV.K Kabupaten Pakpak Bharat. 

Pasal 3 

BASii 

PENERIMA HIBAH 

Pasal 2 
Maksud dan tujuan Belanja hihah tersebut diatas aoalah untuk : 
1. Mendukung peran dan fungsi penyelenggarnan Pemilihan Kepala Daerah Provinsl Sumatera Utara Tahun 2008 oleh KPUD 

Pakpak Bharat. 
2. Mehdorong dan menlngkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembanyunan daerah melalul lembaga/organisasi semi 

pemerintah. 
3. Memfasllitasi terselenggaranya fungsl polavanan umum kepada masyarakut rnelalul penyelenggarac1n Pllkada oleh KPUD dan 

vrgankasi semi pemerintah yaitu K'JNI. Pramuka, Korpri den PKK dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi 
pernerintahan, pembangunan dan kemasyamkatan Kabupaten Pakpak 3harat. 

BAG II 

MAICSUD DAN TUJUAN 

Betanja Hibah adalah suatu bentuk instrumen bantuan pernerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang 
diberikan pemertntah daerah kepada peroyelenggara Pilkada cleh KPUD, organisasi semi Pemerintah sepertl KONI, Korpri 
dan PKK: 
Y.PUD adalah Komisi Pemilihan Umum Da erah Kabupaten Pakpak Bharat: 
KONI adalah Komite Olehraga Nasional Indonesia Kabupaten Pakpak Bharat; 
Pramuka adalah Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Pakpak Bharat: 

Korp!i adalah '<orps Pegaw'!i Republik indonesia Kabupaten Pakpak Bharat: 
PKK adalah Tim Penggerak Pemt.erdayaan dan Kesejahteraan Ke.uarqa Kabupaten Pakpak Bharat. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008 
NOMOR 6 

GANDI WARTl-4/\ MANIK 

dto. 

Diudangkan di Szlak 
pada tanggal 26 Maret 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

H. MAKMUR BERASA 

ctto. 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 25 Maret 2008 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku sejak tangg,il d1und,111gkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahlli, merr,,:nntah1'an penqundanqan peraturnn ini jP.ngan penempatannya calam Serita Daerah 
Kabupaten Pak:pak Bharat. 

BABVII 

l<ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 


